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ARTICLE     INFORMATION ABSTRACT 

 
This research explores the role of the Bandung City Government in realizing 

orderly construction through the granting of Building Construction Permits 

(IMB). Through a qualitative approach with case studies, this research 

analyzes the mechanism for granting IMBs and law enforcement regarding 

development without IMBs by the government. The research results show the 

active role of the Bandung City Government in improving the efficiency and 

transparency of the IMB granting process and enforcing the law to maintain 

orderly development. The implication of these findings is to create a more 

orderly and sustainable urban environment. This research contributes to 

understanding the importance of the government's role in managing urban 

development. 

Keywords: Bandung City Government, Building Construction Permit (IMB), 

orderly construction  

 ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini mengeksplorasi peranan Pemerintah Kota Bandung dalam 

mewujudkan tertib bangun melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB). Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini 

menganalisis mekanisme pemberian IMB dan penegakan hukum terhadap 

pembangunan tanpa IMB oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan 

peran aktif Pemerintah Kota Bandung dalam memperbaiki efisiensi dan 

transparansi proses pemberian IMB serta menegakkan hukum untuk 

menjaga keteraturan pembangunan. Implikasi dari temuan ini adalah 

menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih teratur dan berkelanjutan. 

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya 

peran pemerintah dalam mengelola pembangunan perkotaan. 

Kata Kunci: Pemerintah Kota Bandung, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

tertib bangun 
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PENDAHULUAN 

 Di era urbanisasi yang pesat saat ini, 

pembangunan perkotaan menjadi salah satu fokus 

utama pembangunan nasional. Kota-kota besar 

merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial dan 

budaya yang mempengaruhi arah pembangunan 

suatu negara. Dalam konteks Indonesia, Kota 

Bandung yang merupakan salah satu kota 

metropolitan terbesar mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam menjamin kelangsungan 

pembangunan yang tertib dan berkelanjutan. 

 Pemerintah Kota Bandung sebagai badan pengatur 

tingkat daerah mempunyai peran penting dalam 

mengelola pertumbuhan kota dan memastikan 

pembangunan infrastruktur dan bangunan 

dilakukan dengan benar dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Salah satu sarana regulasi 

pembangunan yang penting adalah penerbitan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB). 

 Proses pemberian IMB merupakan langkah 

penting dalam menentukan sejauh mana 

pembangunan dapat berkontribusi terhadap 

kelestarian lingkungan dan kesejahteraan 

masyarakat. Penting untuk mengkaji peran 

pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan 

konstruksi terorganisir melalui penerbitan izin 

mendirikan bangunan. Peran ini mencakup 

sejumlah aspek seperti pengembangan kebijakan, 

penegakan peraturan, penegakan hukum, dan 

kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. 

Dengan memahami peran ini secara holistik, kita 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam 

tentang kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh 

pemerintah kota dalam mengelola pembangunan 

dan dampaknya terhadap keberlanjutan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah 

sosiologi hukum. Menurut Sunggono (2006:101), 

metode hukum sosiologis didasarkan pada 

permasalahan yang ada di masyarakat, dan tindakan 

orang-orang dalam masyarakat serta pelaksanaan 

hukum oleh lembaga-lembaga sosial. Pendekatan 

penelitian yang diberikan diharapkan dapat melihat 

secara jelas model partisipasi masyarakat yang 

diterapkan pemerintah dalam pelaksanaan masalah 

IMB, yang kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip 

umum good governance. 

Bahan hukum sekunder yang di gunakan penulis adalah 

Perda Kota Bandung No.10 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan 

retribusi izin mendirikan bangunan. 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan 

digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini 

adalah Kajian ilmiah, observasi, dan dokumentasi, 

selain itu validitas data menggunakan trianggulasi 

sebagai parameter dalam mengkasi hasil penelitian. 

Simpulan hasil penelitian merupakan jawaban dari 

rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang telah 

dilakukan. 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan peran 

yang aktif dalam proses pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). Hal ini tercermin dari upaya-upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan 

transparansi dalam proses pemberian IMB. Melalui 

penyempurnaan mekanisme dan prosedur, Pemerintah 

Kota Bandung berusaha memastikan bahwa setiap 

pembangunan dilakukan sesuai dengan regulasi yang 

berlaku. 

Selain memberikan IMB secara transparan, 

Pemerintah Kota Bandung juga melakukan penegakan 

hukum terhadap pembangunan yang dilakukan tanpa 

IMB. Langkah ini menjadi penting dalam menjaga 

keteraturan pembangunan perkotaan dan mencegah 

adanya pembangunan liar yang dapat mengganggu 

tata ruang kota. 

Penyempurnaan mekanisme dan prosedur pemberian 
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IMB oleh Pemerintah Kota Bandung merupakan 

langkah yang positif dalam meningkatkan efisiensi 

dan transparansi. Dengan adanya proses yang lebih 

efisien, pemohon dapat memperoleh IMB dengan 

lebih cepat, sehingga tidak terjadi penundaan yang 

tidak perlu dalam proses pembangunan. Selain itu, 

transparansi dalam proses pemberian IMB juga 

memberikan kepastian hukum bagi para pemohon, 

sehingga mereka dapat melakukan pembangunan 

dengan lebih yakin dan terencana. 

Tindakan penegakan hukum terhadap pembangunan 

tanpa IMB menunjukkan keseriusan Pemerintah 

Kota Bandung dalam menjaga keteraturan 

pembangunan perkotaan. Dengan adanya 

pengawasan yang ketat, diharapkan dapat 

dicegahnya pembangunan yang melanggar regulasi, 

sehingga tercipta lingkungan perkotaan yang aman, 

nyaman, dan teratur. Selain itu, tindakan penegakan 

hukum juga memberikan sinyal kepada masyarakat 

bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak mentolerir 

pelanggaran terhadap regulasi pembangunan. 

Langkah-langkah yang telah diambil oleh 

Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan 

tertib bangun melalui pemberian IMB memiliki 

implikasi yang penting dalam pembangunan 

perkotaan. Dengan adanya proses pemberian IMB 

yang efisien dan transparan, serta penegakan hukum 

yang ketat terhadap pembangunan tanpa IMB, 

diharapkan dapat tercipta lingkungan perkotaan 

yang teratur dan berkelanjutan. Selain itu, langkah-

langkah ini juga dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah dan sistem regulasi 

yang ada. 

1.Regulasi yang jelas 

Pemerintah Kota Bandung memiliki kewenangan 

untuk mengatur pembangunan melalui peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan. Regulasi yang jelas 

dan terperinci mengenai persyaratan dan prosedur 

pemberian IMB sangat penting untuk menciptakan 

tertib bangun. Dengan adanya regulasi yang jelas, 

para pemilik atau pengembang properti akan lebih 

mudah untuk memahami apa yang diharapkan dari 

mereka dalam proses perizinan. 

2.Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Pemerintah Kota Bandung juga bertanggung jawab 

untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan 

yang sedang berlangsung. Melalui pengawasan yang 

ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa 

pembangunan dilakukan sesuai dengan perencanaan 

yang telah disetujui dan memenuhi semua persyaratan 

yang tercantum dalam IMB. Penegakan hukum 

terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait 

pembangunan juga penting untuk menjaga tertib 

bangun. 

3.Peran partisipatif 

Selain dari pemerintah sendiri, partisipasi masyarakat 

juga merupakan faktor kunci dalam menciptakan 

tertib bangun. Pemerintah Kota Bandung dapat 

mendorong partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan pembangunan melalui berbagai 

mekanisme, seperti pertemuan publik, konsultasi, atau 

forum-forum partisipatif lainnya. Dengan melibatkan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, 

pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang 

diambil memperhitungkan kepentingan dan aspirasi 

masyarakat. 

 4.Peningkatan kualitas bangunan 

Pemberian IMB tidak hanya sekedar formalitas 

administratif, tetapi juga merupakan instrumen untuk 

memastikan bahwa bangunan yang dibangun 

memenuhi standar kualitas tertentu. Pemerintah Kota 

Bandung dapat menggunakan proses pemberian IMB 

sebagai kesempatan untuk memastikan bahwa 

bangunan yang dibangun memiliki kualitas yang baik, 

termasuk aspek keselamatan, kesehatan, dan 

lingkungan. 

5.Edukasi dan penyuluhan 

Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan kegiatan 

edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai 

pentingnya mematuhi peraturan-peraturan terkait 

pembangunan. Dengan meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya pemberian IMB dan 

konsekuensi dari melanggar peraturan, diharapkan 

dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran terkait 

pembangunan yang dapat mengganggu tertib bangun. 

 

KESIMPULAN 

Secara keseluruhan peran aktif pemerintah Kota 
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Bandung dalam pemberian IMB merupakan langkah 

yang positif dalam mewujudkan tertib bangunan, 

Dengan mengedepankan efesiensi,transparansi,dan 

penegakan hukum yang ketat,diharapkan dapat 

tercipta lingkungan perkotaan yang lebih baik dan 

berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota 

Bandung. 

Melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang 

ketat,partisipasi masyarakat,peningkatan kualitas 

bangunan,serta kegiatan edukasi dan 

penyuluhan,pemerintah dapat menciptakan 

lingkungan pembangunan yang teratur,aman,dan 

berkelanjutan. Tertip bangunan yang terwujud akan 

memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan 

kota secara keseluruhan, meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat,serta memastikan bahwa 

pembangunan berlangsung sesuai dengan visi dan 

misi pembangunan kota Bandung.  

Dengan demikian, peranan pemerintah Kota 

Bandung dalam pemberian IMB tidak hanya 

sebagai proses administrative semata,tetapi juga 

sebagai upaya stategis untuk mencapai 

pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya 

saing. 
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